SALINAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG

IZIN HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa sebagai pelaksanaan daiuPan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara PésherPemerintahan
Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupateliotd, maka
Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraaameRntahan
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan meningkai@ayanan,
ketertiban, pengendalian dan pengawasan perizindidadg perizinan

hiburan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaiman&silichgada huruf a

Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturandbakota Probolinggo

tentang Izin Hiburan.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1986tey Pembentukan Daerah-daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timunvdalrengah dan Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggahgustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtitkeraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IsthonEahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkantaDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nal286, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-unéleomgor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomoi&@fun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nds®p Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peringmarigeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeramb@dran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahamhlaran negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakabasdan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®® 2@omor 130,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Noo%#$)5

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentanmgb&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo resan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ta882 llomor 3240) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentanakd2@maan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negepalitik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rlepmoonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgrPen Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Qfherabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambdtembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaPraipinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Ndgepaublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rkpimdonesia
Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun62@#htang lzin
Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tah06 Rdmor 5);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahurt2@@tang Visi dan
Misi Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Pratgdio Tahun 2006
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahur6 26@tang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Katbdlinggo Tahun
2006 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahur8 280tang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (LeaeubbaDaerah Kota
Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 TahurD26éhtang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 282QLembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2).



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IZIN HIBURAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probajngg
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

o

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinadf{atang berwenang untuk memberikan izin;

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah KepaltoKBejabat adalah Pegawai yang diberi tugas
tertentu di bidang Perizinan Daerah sesuai dengiatypan perundang-undangan yang berlaku;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yaegipakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahg wneliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badarausdik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk yn, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ogmmnisassa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan laimeynasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap;

8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permapemmainan ketangkasan dan atau keramaian
dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atakmeti oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan f@silittuk berolah raga;

9. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Baaamm yang menyelenggarakan hiburan
baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadjgangannya;

10.Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yanghadiri suatu hiburan untuk melihat dan

atau mendengar atau menikmati atau menggunakditefagang disediakan oleh penyelenggara

hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artispitngas yang menghadiri untuk melakukan
tugas pengawasan;

11.1zin Hiburan adalah 1zin untuk mengadakan hiburangymendapat persetujuan dari Walikota.



